
 

 

 

GUBERNUR JAMBI 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI 

NOMOR    8   TAHUN 2013 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAMBI, 

 

Menimbang : a. bahwa proses pembentukan peraturan daerah mulai dari 

tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, 
pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dapat 
dilakukan dengan baik sesuai dengan asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan perlu ada pengaturan yang 
mengikat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah 
Daerah; 

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah dengan 

ditetapkannya  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Produk hukum Daerah tidak sesuai lagi, sehingga 
perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah. 

Mengingat :
 : : 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

2. Undang-Undang  Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 

1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan  Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan 
Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

 

 

3. Undang.................. 
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3.  Undang - Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5043); 

5. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan perundang-undangan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5254); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5104); 

8. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi  Nomor 6  Tahun  2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD)  Provinsi  Jambi  Tahun  2005-2025  (Lembaran 
Daerah  Tahun  2009  Nomor   6); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  JAMBI 

dan 

GUBERNUR  JAMBI, 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN 
DAERAH PROVINSI JAMBI 

 

Bab I................ 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Provinsi Jambi  

2. Gubernur adalah Gubernur Jambi 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jambi. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.  

6. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat 

kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna 
DPRD. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah Provinsi 
Jambi. 

8. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di 
lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. 

9. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Perundang-

undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, 
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 

10. Peraturan Daerah  yang selanjutnya disebut Perda  adalah Peraturan 
Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. 

11. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

12. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah 
dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau 

desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu. 

13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah 

instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi 
Jambi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 

14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum 

dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah 

tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi  sebagai 
solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 

15 Pengundangan........... 
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15. Pengundangan adalah penempatan peraturan daerah dalam Lembaran 
Daerah, Tambahan Lembaran Daerah. 

16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah  
untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

17. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan 
Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur untuk mengetahui 

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Provinsi Jambi  
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 
dan ditetapkan dengan Perda. 

 
BAB II 

JENIS , ASAS PEMBENTUKAN DAN ASAS MATERI MUATAN 
PERATURAN DAERAH 

Pasal 2 

 

Jenis Peraturan Daerah terdiri dari: 

a. Pajak Daerah; 

b. Retribusi Daerah; 

c. Tata Ruang Wilayah Daerah; 

d. APBD dan APBDP; 

e. Rencana Program Jangka  Panjang Daerah; 

f. Rencana Program Jangka Menengah Daerah; 

g. Perangkat Daerah; 

h. Pengaturan umum lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

 

Pasal 3 

 

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 

a. kejelasan tujuan; 

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 

d. dapat dilaksanakan; 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f. Kejelasan.............. 
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f. kejelasan rumusan; dan 

g. keterbukaan.kejelasan tujuan; 

h. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 

i. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 

j. dapat dilaksanakan; 

k. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

l. kejelasan rumusan; dan 

m. keterbukaan. 

 

Pasal 4 

 

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:  

a. pengayoman; 

b. kemanusiaan; 

c. kebangsaan; 

d. kekeluargaan; 

e. kenusantaraan; 

f. bhinneka tunggal ika; 

g. keadilan; 

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

 

BAB III 

PERENCANAAN 

Bagian  Kesatu 

Program Legislasi Daerah 

Pasal 5 

 

(1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD. 

(2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
atas: 

a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; 

b. rencana pembangunan daerah; 

c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan 

d. aspirasi masyarakat daerah. 

 

Bagian............... 


